
o

LEMBARAN DAERAH
KABBPATEN TAPANUU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEK TAPANUU TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

c DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANUU TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menjadi Retribusi

Daerah Kabupaten, maka untuk pelaksanaannya dilapangan perlu
diatur denggn Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Kdana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nega:a Republik
Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

Nomor 54,
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Fenyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terrtang Tdekonrunikasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 321’ahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

c
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10.Peraturan Pemerintah

C

Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Republik

107, Tambahan Lembaran Negara

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2000 Nomor
Republik Indonesia Nomor 3980);

1J .Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbid Satelit (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Penggunaan
Negara

tentang Fedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan ftmerintah Daerah)
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2005 Nomor 137,(Lemba an Negara Republik Indonesia Tahun

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

C

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Hnw

2 BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
MENARA TELEKOMUNIKASI

PENGENDALIAN(

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi,yangdimaksud dengan;

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

1.

menurut asas
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Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Peraturan Bupati adalali Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi f >erseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, kemanfaatan lainnya yang dapat driikmati oleh
orang pribadi atau badan;

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadiatau badan;

13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Pemerintah
Daerah atas jasa Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;

14. Telekomunikasi adalah setiap Pemancaran, Pengiriman dan/atau Penerimaan
dari setiap informasi dalam Bentuk Tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,
suara, dan bunyi melalui sistem Kawat, Optik, Radio, atau sistem
Elektromaknetik lainnya;

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

r
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15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan

telekomunikasi sehingga memungkrnkan terselenggaranya telekomunikasi;
16. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-

bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau yang
merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang
dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa
rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa
simpul, dimana fungsi, desain dan konsrruksinya disesuaikan sebagai sarana
penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;

17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta,
instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara;

18. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta yang
memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh
penyelenggara telekomunikasi;

19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau
mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;

20. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan
usahanya menyediakan iayanan jasa konstruksi;

21. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastuktur telekomunikasi yang
menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi
sebagai Centred Trunk, Mobile Switching Centre (MSC), Base Station Controller
(BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan Jaringan Transmisi Utama
(Backbone Transmission);

22. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara
tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang
diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berintcraksi dengan
lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, keselamatan dan
harmomsasi;

23. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang
ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional;

24. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibhan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
jasa umum.

r

Q

c

Q
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Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk menianfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar. yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi Icarena jumlah kredit retribusi lebih bestir daripada
retribusi yang terutangatau seharusnya tidak teiutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/ atau denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik uncuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang teijadi serta menemukan tersangkanya.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
Q

BAB n
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi
atas setiap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

Q
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(3) Surat Permohonan harus memuat Ldentitas hukum yang jelas, lengkap dalam

Bahasa Indonesia, dengan menyebutkan:
a. nama pemilik/penyedia menara;
b. lokasi dan koordinat menara;
c. tinggi menara;
d. tahun pembangunan/pemasangan menara;
e. penyedia jasa konstruksi;
f. beban maksimum menara.

Pasal 8

(1) Permohonan 1MB i lenara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2), wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut;
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan tehnis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
b. surat keterangan rencana kota;
c. rekomendasi dari Instansi terkait khusus untok kawasan yang sifat dan

peruntukannya memiliki karakteristik tertentu meliputi:
c.1. kawasan Bandar Udara/Pelabuhan;
c.2. kawasan Jagar Budaya;
c.3. kawasan Pariwisata;
c.4. kawasan Hutan Undung;
c.5 kawasan Perumahan Pejabat Negara;
c.6. kawasan yang karena fungsinya memilild atau memerlukan tingkat

keamanan dan kerahasiaan tinggi;
c.7. kawasan pengendalian ketat lainnya.

d. akta pendirian perusahaan beserta perutiahannya yang disahkan oleh
Departemen Hukum dan HAM;

e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia
menara yang berstatus Perusahaan Terbuka;

f. informasi rencana penggunaan bersama Menara;
g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian

menara;
h. penggunaan gengset sebagai catu daya, harus beroan gangguan dan izin

gengset.

c

o
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o
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(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada

SNI atau standar baku yang berlaku secara Intemasional dan tertuang dalam
bentuk dokumen tehnis sebagai berikut
a. gambar rencana tehnis dalam bangunan menara, meliputi: situasi, denah,

tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur,
b. spesifikasi tehnis pondasi menara, meliputi: data penyilidikan tanah, jenis

pondasi, jumlah titil:pondasi, termasuk geoteknik tanah;
c. spesifikasi tehnis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri

dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus,
beban maksimum Menara yang diizinkan, sistem konstruksi ketinggian
Menara, dan proteksi terhadap petir.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengelolaan Menara

Pasal 9

(1) Pembangunan menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
(2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. penyelenggara Telekomunikasi; atau
b. bukan penyelenggara Telekomunikasi.

(3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunannya
dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

(4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola Menara
atau penyedia Jasa Konstruksi untuk membangun menara merupakan
Perusahaan Nasional.

Q

PasallO

{1) Lokasi bangunan Menara,wajib mengjkutr.
a rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah;
b. rencana detail wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah;
c. rencana tata Bangunan dan Lingkungan.

(2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu
untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan
memperhitungkan faktor-faktor penentu kekuatan dan kestabilan konstruksi
menara dengan pertimbangan persyaratan struktur bangunan menara.

(3) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung, terdiri dari:o
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a. pentanahan (Grounding};
b. penangkal petir,
c. catu daya;

d. lampu halangan penerbangan {aviation obstruction tight)]

e. marka halangan penerbangan ( arjiation obstruction marking); dan

f. pagar Pengaman.
(4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali kondisi darurat, dan melaporkan hasil

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan secara berkala tahunan Icepada Bupati

atau Pejabat yang dihunjuk.

Pasted 11

Penyedia atau pengelola menara bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala
bangunan menara atas segala kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh
dan/atau sebagian menara.

Pasal 12

(1) Fenyelenggara te2ekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf b dapat menempatkan:
a. antena di atas bangunan gedung dengan ketinggjan s/d 6m dan permukaan

atau bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum
selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstniksi bangunan
mendukung beban antenna; dan/ atau;

b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang
lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi
bangunannya mampu mendukung beban antena.

(2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
wajib mematuhi per aturan perundang-undangan.

(3) Lokasi penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan,
serta estetika.

Q

0
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Bagian Ketiga

Penggunaan Bersama Menara

Pasal 13

Penyedia menara atau. pengplola menara wajib memberikan kesempatan yang saraa

tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan
menara secara bersama-sama sesuai kemampuan jeknis menara.

Pasal 14

Penyelenggara telekomunikasi atau calon pengguna menara yang berkeinginan
untuk menggunakan bersama menara, mengajukan surat permohonan kepada
penyedia menara atau pengelola menara dengan melampirkan:
a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggungjawab;
b. izin penyelenggara telekomunikasi;
c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi tehnis

perangkat yang digunakan; dan
d. kebutuhan dan ketinggian, arah, jumlah dan beban menara.

r

o
Pasal 15

U) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang
menimbulkan interperensi yang merugikan.
Apabila terjadi interperensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang
menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur
Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukaa mediasi.

(

(2)

(3)

Pasal 16

( 1 ) Penyedia menara atau pengelola menara wajib melaporkan dan menyampaikan
salinan/ tindasan surat peijanjian penggunaan bersama menara dengan
penyelenggara komunikasi kepada Bupati.

o
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(2) Bupati atau Fejabat yang dihunjuk melakukan kooidinasi, pembinaan dan
pengawasan penggunaan bersama menara di wilayah Kabupaten Tapanuli

Tengah.
(3) Apabila teijadi pelanggaran, Bupati dapat memberikan sangsi administratif

berupa teguran, peringatan, penggunaan denda, atau pencabutan izin sesuai

derigan peraturan perundang-undangan.

u

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA MENGHTTUNG RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pertatungan Retribusi

Pasal 17

Besamya Retribusiyang terutangdihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan,
pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan
menara. telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi
kemungkman timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan
dan diberikan oleh Pemeiintah Daerah.

(2)

o

Bagiiui Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 18

Prinsip dan sasaran daiam penetapan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi adalati untuk mengganti biaya administrar.i, bia\a pengawasan,

pengendalian dan pembinaan.

o
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Bagian Ketiga

Struktux dan Besamya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besamya tarif retribusi pengpndalian menara telekomunikasi adalali

sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar

perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Keempat
Masa Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 20

(i) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakokan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

(2)

(3)

(4)

Q
BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
tVilayah Pemungutan

Pasal 21

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah
daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

( 1 ) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

0
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(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa ksircis, kupon, dan. kartu langganan.
(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului
dengan Surat Teguran

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 23

( 1 ) Pemanfaatan dart penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegialan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai aiokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Q

Bagiarx Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 24

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbiikan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekutisaannya.

0
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Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

suatu keadaan yang terjadi di luar kebendak atau kekuasaan wajib retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

(4)

(5)

Pasal 25

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan Surat

Keberatan diterima harus memoeri keputusan atas keberatan yang diajukan

dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

( 1 )

(2)

(3)

(4)

Pasal 26

Q (i ) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

(2)

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Penguzangan Xetetapan, dan Fenghapusan

atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 27

(1J Atas permohonan wajib retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tubs dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Bupati dapat:(2)o
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a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,

denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menuruc peraturan perundang-

undangan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena

kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STRD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

(1) Atas kelebihan pembayrran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(5) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

Q

0
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Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2

(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana d'maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(7)

(8)

BAB vn
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

(1 ) Hak untuk melakukan penagjhan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut
Pengakuan Utang Pajak: secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan beium melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.
Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan peraiohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

(2)

(3)
Q

(4)

(5)

Pasal 30

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungjdn ditagjh lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

(2)

(3)

0
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BAB vm

LNSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kineija tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata earn pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

U)

(2)

(3)

BAB IX
PENYIDIXAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diiingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ^1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pen indang-undangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

©

(2)

(3)

o
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e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dckumen yang dibawa;

h. memotret sesecuang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan kiin yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
peiundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyarapaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4)

Q

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali Retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.(2)

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), merupakan penerimaan
Negara.

o
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BAB XI

KETENTUAN PERAIH1AN

Pasttl 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih temtang berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendaiian Menara Telekomunikasi,

sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama
jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitungsejak saat terhitung.

BAB XU
KETENTUAN PENIJTUP

Pasa!36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tehnis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati.

C"'

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang
mengetahuinya, meme ntahkan pengundargan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Ltmbaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

o
Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd
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Diundangkan di Pandan
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Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

USMAN BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 9 TAHUN
2011 SERICo
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BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama

jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak saat terhitung.

BAB xn
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tehnis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam l^mharan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Q
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